BAB III
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
DELIK KUMPUL KEBO

A. Pendekatan Restoratif Sebagai Pemulihan Keadilan

Fakta dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya
restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna
yang lebih luas. Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada
kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda juga dengan
keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan
restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.
Hal ini dikarenakan bahwa di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang
pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan. Selanjutnya pelaku
kejahatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakannya. Dengan
bertanggung jawab itulah martabatnya sebagai pribadi dipulihkan. Masyarakat
pun harus dipulihkan, karena tindak kejahatan juga merusak harmoni kehidupan
di dalam masyarakat."

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih
menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi
pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan
peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog
dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

"Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif; (Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 27.
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Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya
dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti
rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pada
proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang
terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam
penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa
memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah
penegakan hukum yang hanya menjadi jurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi
aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya
bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment tanpa melihat esensi.

Pandangan di atas tidak mau mengatakan bahwa pelaku tidak bersalah.
Palaku  tindakan = kejahatan  tetap  bersalah. Namun di  dalam
mempertanggungjawabkan tindakan tersebut  dia tidaklah seorang diri.
Menyikapi tindakan yang salah bukanlah hanya dengan menghukum si pelaku,
tetapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Maka menyelesaikan sebuah
tindak kejahatan harus dilibatkan dengan tiga belah pihak, yaitu korbn, pelaku
tindak kejahatan, dan masyarakat. Oleh karena itulah yang harus dilakukan
adalah memulihkan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.
Pemulihan tiga belah pihak dapat terjadi di dalam masyarakat dan dialog yang
melibatkan tiga tersebut.’

Pengadilan dalam komunitas otentik lebih cenderung mendamaikan

daripada menghukum. Kalaupun menghukum, maka amat dipikirkan agar

2 Ibid., 46.
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hubungan lama tidak rusak. Jadi memulihkan hubungan lama (fo restore former
ke relations) menjadi unsur pertimbangan lebih tinggi daripada menghukum.
Semua proses mengadili harus berakhir pada perdamaian, bukan penghukuman.
Konflik harus berakhir pada perdamaian, bukan penghukuman, itulah kredo
dalam komunitas otentik.’

Praktek ini mampu mengakomodir segala tindak pidana yang memang
perlu dipulihkan. Pada prinsipnya keadilan restoratif terlihat menafikan proses
normatif hukum, kendati demikian masyarakat akan lebih apresiatif terhadap
konsep pemulihan, karena selama bisa diselesaikan di luar lembaga peradilan,
maka lembaga peradilan hanya sebagai alternatif terakhir.

Secara benar bisa dikatakan, hukum modern datang dengan
mempropagandakan tatanan yang lama atau asli. Itu terjadi dengan cara menata
hukum dan memproses hukum secara terorganisir dan birokratis. Tatanan lama
yang otentik, luwes, hubungan sosial yang sudah mapan, oleh hukum modern
diubah mejadi serba terstruktur formal, rasional dan kaku.*

Indikasi ini merupakan salah satu penyebab kemandegan/stagnan yang
terjadi di dalam dunia hukum adalah karena masih terjebak kepada paradigma
tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan kontrol
yang selaras dengan tabel hidup karakteristik manusia, yang senyatanya pada
konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa

hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit,

? Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif; (Jakarta: Kompas, 2008), 107.
4 11 .
Ibid., 106
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yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai di luar
undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para
pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan
keadilan disebabkan oleh beberapa hal: pertama, perlakuan yang tidak adil,
beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa
alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan
hukum oleh para penasehat hukum di bawah standar profesi, atau kesesatan
hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis. Kedua,
peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum. Ketiga,
tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan
akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah,
akibat kesalahan dalam sistem pembuktian. Keempat, perlakuan yang merugikan
dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan
dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain. Kelima, hak-hak orang
lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara. Keenam,
perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.’

Maka perlunnya prinsip sebagai dasar praktek menyelesaikan persoalan
hukum yang lebih efektif. Prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif yang dimaksut
yaitu:® pertama, keadilan restorative mengutamakan pemulihan atau restorasi

bagi semua pihak yang terkena dampak dari tindak kejahatan, yaitu korban,

> Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP. Universitas
Diponegoro, 2002), 274.
® Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif 34.
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pelaku dan masyarakat. Korban adalah pihak pertama yang paling dirugikan oleh
karena kejahatan. Ia menderita secara fisik dan mental. Bisa jadi ia menderita
kehilangan kehormatan karena diejek, dipermalukan, dilecehkan atau diperkosa.

Kedua, berkaitan dengan cita-cita pemulihan (restorasi) di atas, keadilan
restoratif fokus pada kebutuhan tiga pihak, yaitu korban, pelaku kejahtan dan
masyarakat, yang tidak dipenuhi oleh proses peradilan. Dalam proses peradilan,
korban tindak kejahatan diabaikan, karena tindak kejahatan dimengerti sebagai
tindakan yang melawan atau merugikan Negara. Peranan korban diambilalih oleh
negara. Negaralah yang mempunyai tanggung jawab menghukum pelaku tindak
kejahatan, sementara korban tindak kejahatan tidak mendapatkan hak apa-apa.
Hukuman yang diberikan pada pelaku tindak kejahatan sama sekali tidak
bersangkut paut dengan penderitaan korban. Dalam hal inilah kebutuhan korban
diabaikan. Oleh karena itulah keadilan restorative akan fokus pada kebutuhan
korban.

Ketiga, kewajiban restoratif memperhatikan kewajiban dan tanggung
jawab yang muncul oleh karena tindak kejahatan. Pelaku kejahatan wajib
memulihkan kerusakan yang diderita korban, dan masyarakat. Kewajiban
terhadap korban dilakukan pertama-tama dengan mengakui bahwa ia bersalah.
Pengakuan ini penting, karena ini merupakan bukti pengakuan atas penderitaan
yang dialami korban. Korban membutuhkan untuk didengarkan diakui
penderitaannya. Pengakuan dan permohonan maaf tersebut merupakan proses
yang penting di dalam penyembuhan luka-luka batin dan penderitaan mental

korban. Setelah itu, pelaku kejahatan mempunyai kewajiban untuk memulihkan
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penderitaan fisik dan material. Kewajiban ini dapat dipenuhi dengan

memmberikan kompensasi untuk membayar biaya penyembuhan luka-luka fisik

dan mengganti kehilangan materi korban.

L.

Realitas Sanksi Pidana

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dalam sebuah
pemidanaan? Apakah untuk menciptakan efek jera? Apakah untuk
menciptakan keteraturan dan keamanan? Apakah untuk menciptakan
tegaknya aturan hukum? Banyak jawaban yang terlontar, namun yang pasti
tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak
pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni rumah
tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para
pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada
banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas.
Pengawasan Yyang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah
tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam
me-masyarakat-kan kembali para narapidana tersebut, malah seolah
Lapas telah bergeser fungsinya sebagai academy of crime, tempat di mana
para narapidana lebih diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan
pidana.

Sudah lama sistem keadilan retributif atau punitif diragukan
efektivitasnya. Hukuman seberat apapun kepada pelaku kejahatan tidak

pernah memberi keamanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Hukuman
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tidak pernah memperbaiki keadaan masyarakat, karena tidak pernah membuat
jera para penjahat agar tidak melakukan kejahatan serupa atau bahkan yang
lebih keji. Kejahatan mesti harus didefinisikan ulang, dan dianalisis akar dan
sebab musababnya. Kejahatan manusia tidak akan hilang oleh karena
hukuman, sebab adanya hukuman disadari oleh konsep yang sama sekali
berbeda.’

Dengan demikian, praktek keadilan restoratif merupakan upaya
mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk
ikut serta di dalamnya. Korban merasa bahwa penderitaannya di perhatikan
dan kompensasi yang disepakati seimbang dengan penderitaan dan kerugian
yang dideritanya. Pelaku tidak mesti mengalami penderitaan untuk dapat
menyadari kesalahannya. Justru dengan kesepakatan untuk mengerti dan
memperbaiki kerusakan yang timbul, kesadaran tersebut dapat diperolehnya.
Semenntara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam
kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam
keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk
mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul
memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam
membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif
memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai

untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Sehingga

" Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif. 6.
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peranan pemerintah berkurang dalam memonopoli proses peradilan.
Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari
komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban
dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-
luka mereka.?

2. Peran Masyarakat dalam Keadilan

Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas
penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak
efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat
dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban
tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan
persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan
sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar
pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang
merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum
pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara
yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja
memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian
masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide restorative

Justice karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha

¥ Septa Candra, “RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Restorative Justice: a Review of
Criminal Law Reform in Indonesia)”, Jurnal Rechts Vinding, No. 2 (Agustus, 2013), 269.
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ke arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan,
meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan
masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana
dan korban.

Tindak kejahatan tidak boleh diambil alih oleh negara melalui proses
peradilan yang kemudaian memberi hukuman pada pelaku, sementrara
korban dan masyarakat diabaikan. Maka masyarakat, dan paguyuban-
paguyuban harus terlibat aktif meneyelesaikan masalah-masalah tindak
kejahatan yang ada. Sebisa mungkin masalah-masalah tindak kejahatan
dielesaikan sendiri oleh masyarakat, komunitas atau paguyuban-paguyuban
yang ada, tidak perlu dibawa ke proses peradilan.’

Dengan demikian hukum yang melibatkan masyarakat mencerminkan
integritas sosial yang mapan, sehingga masyarakat tidak terpusatkan pada
atauran kaku dan masyarakat mampu menjadi subjek hukum yang
mengimplementasikan hukum dengan prisip das sollen and de sain.
Sebagaimana pernyataan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. “hukum adalah
untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri

. . . . 10
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemulyaan manusia.”

® Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif 52.
1% Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif; (Jakarta: Kompas, 2008), 151.
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B. Gambaran Umum Delik Kumpul Kebo dalam RUU KUHP

Beberapa negara sebenarnya telah mengatur mengenai tindak pidana
cohabitation dalam KUHPnya namun tujuan utama yang dimasukkan dalam
elemen kejahatannya dalam pengaturan di beberapa negara sangat berbeda.
Pertama, cohabitation yang dianggap sebagai tindak pidana, jika dilakukan
terhadap anak (KUHP Yugoslavia 1951 Pasal 193, Norwegia dan polandia).
Kedua, cohabitation yang masuk kategori pidana dalam hal praktek cohabitation,
yakni dengan seorang perempuan yang dipercaya bahwa ia telah kawin secara sah
dengan pihak laki-laki (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, Islandia
dan Fiji). Ketiga, cohabitation yang masuk kategori pidana yaitu cohabitation
dengan istri atau suami dari anggota angkatan bersenjata aktif (cina), Keempat,
cohabitation yang masuk kategori pidana, apabila dilakukan dengan poligami
(conjugialunion) hidup bersama sebagai suami istri dengan lebih dari satu orang
pada saat yang sama (kanada). Kelima, pelarangan cohabitation total sebagai
perilaku zina yang dilarang (arab, dan Negara-negara penganut pidana Islam)."’

Berikut disampaikan mengenai pengaturan tindak pidana kumpul kebo di

berbagai negara, diantaranya:

No Negara Pasal Ruang Lingkup Keterangan

1 | KUHP Republik 193 cohabitation antara Arah nya kepada

Federal Yugoslavia
1951

orang dewasa dengan
anak yang telah
mencapai usia 14 tahun

pasangan kumpul kebo
yang dewasa, juga wali
atau orang tua yang
mengijinkan,mendorong
atau membantu upacara

"Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 93-101.
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poligami.
2 |[KUHP Singapura 493 cohabitation dalam hal Arahnya kepada laki-laki
perempuannya percaya yang menipu
bahwa ia telah
dikawinkan secara resmi
3 |[KUHP Malaysia, 493 Idem Idem
IKanun Kaseksaan
4 [KUHP Brunei 493 Idem Idem
IDasrussalam
5 |KUHP India 493 Idem Idem
6 [ KUHP Fiji 184 Idem Idem
7 [KUHP Cina 259 Hidup bersama dengan
istri atau suami dari
anggota angkatan
bersenjata aktif
8 |[KUHP Kanada 293 (1) Conjugal union Tindak pidana poligami,

(kumpul kebo) dengan
lebih dari salah satu
orang pada saat yang
sama

tanpa diperlukan syarat
terganggunya perasaan

kesusilaan, keagaam,
masyarakat dan
lingkunagn  setempat,

bukan delik  aduan
(indictable offence)

Disusun oleh: Barda Nawawi Arief™

1. Delik Kumpul Kebo dalam RUU KUHP

Indonesia memiliki pandangan berbeda dengan pengaturan kumpul

kebo di beberapa negara. Cohabitation atau kumpul kebo yang dilakukan

oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang keduanya belum menikah

sebenarnya tidak terdapat aturan yang tertulis. Hal tersebut masih terbatas

pada pasangan yang sudah menikah, keduanya atau salah satu sesuai dengan

2 1bid., 95.
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KUHP pasal 284 ayat (1). Sampai dengan saat ini delik kumpul kebo masih
diatur dalam RUU KUHP yang memasukkan tindak pidana tersebut dalam
Pasal 488 yakni:
Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di
luar perkawinan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Penjelasan: Pasal 488 Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal
dengan istilah “kumpul kebo.”

Sebelumnya dalam RUU KUHP 2012. Hal ini diatur dalam Pasal 485
Rancangan Undang-Undang KUHP disebutkan:

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di

luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau

denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta).

Konsep 2012 juga ruang lingkup sebetulnya mengurangi ruang
lingkup tindak pidana kumpul kebo dari konsep tahun 1999/2000. Dalam
Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut dalam Pasal 422 dinyatakan
bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri
di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun
atau denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta). (2) Tindak pidana
sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan
kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana
sampai derajat ketiga, Kepala adat, atau oleh kepala desa/Lurah
setempat.

Masuknya tindak pidana ini dimulai sejak tahun 1977 yang di susun
oleh Tim Basarudin (konsep BAS), namun ketentuan ayat (2) Pasal 422
RUU KUHP Tahun 1999/2000 (konsep yang meggunakan delik aduan) ini,

tidak ada dalam konsep aslinya di tahun 1977-1997/1998. Adapun ancaman



47

pidana dalam Pasal 388 konsep KUHP hanya berupa pidana denda.
Sedangkan larangan yang ada di dalam Pasal 420 dan Pasal 422 RKUHP
1999/2000 dapat disebut sebagai kejahatan jika masyarakat setempat
terganggu kesusilaannya. Hal ini berarti sepanjang masyarakat setempat
tidak terganggu maka kumpul kebo tersebut tidak dilarang.*®

Konsep ini sebetulnya lebih mengambil jalan tengah karena praktek
ini juga berlaku di beberapa wilayah Indonesia. Di Indonesia sendiri ternyata
memiliki beragam budaya, dan ukuran kesusilaan dalam kaitannya dengan
praktek ini, sehingga akan sulit menentukan patokan dan batasnya. Di
Indonesia ada tiga daerah yang membolehkan kumpul kebo, yaitu Bali,
Minahasa, dan Mentawai, kemungkinan masyarakat daerah-daerah itu tidak
sependapat dengan ketentuan tersebut.

Konsep tahun 2015 ini sebenarnya mengambil secara sempurna dari
beberapa pengaturan di beberapa negara misalnya menghilangkan delik
aduan dan menggantikannnya sebagai delik formil seperti kanada, Malaysia,
namun melupakan bahwa di negara-negara tersebut konsep kumpul kebo
sebagai perbuatan sungguh sangat terbatas, yakni kumpul kebo sebagai
tindak pidana jika di lakukan terhadap anak, jika dilakukan terhadap
perempuan yang dipercaya bahwa ia kawin secara sah dengan pihak laki-laki
lain, atau kepada anggota angkatan bersenjata aktif.

Di samping itu, secara khusus di Indonesia, implikasi yang paling

besar justru bukan kepada pasangan yang belum menikah, namun justru

B 1bid., 93.
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kepada pasangan yang menikah, dan pernikahan yang tidak tercatat (secara
adat) atau tidak tercatat oleh ketentuan administrasi negara. Di Indonesia
masih sangat banyak pasangan yang melakukan perkawinan, justru belum di
sentuh secara formal oleh administrasi negara, dan ini mungkin saja menjadi
sasaran bagi tindak pidana ini.

Lagi pula sungguh sulit untuk memperkarakan kasus kumpul kebo.
Karena elemen tindak pidananya menyatakan “melakukan hidup bersama
sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah” apa indikator dari hidup
bersama sebagai suami istri, tidak ada penjelasan yang dapat dijadikan
standar dalam RUU KUHP. Dan ini sangat menyulitkan dalam
pembuktiannya. Karena tindakan yang dikecam sebetulnya dalam praktek
kumpul kebo adalah hubungan persetubuhannya.

Jika perumus KUHP ingin mengatur tindak pidana kumpul kebo atau
cohabitation sebaiknya justru meniru rumusan kumpul kebo yang dilakukan
oleh beberapa negara (masuk dalam kejahatan perkawinan) di atas, misalnya
kumpul kebo dengan anak, kumpul kebo dengan cara poligami, kumpul kebo
dengan cara penipuan dan kumpul kebo dengan istri/suami anggota angkatan
bersenjata aktif atau anggota kepolisian aktif, justru kumpul kebo dalam
konteks ini yang sangat dibutuhkan pengaturannya di Indonesia.

Di samping itu, konsep kumpul kebo harusnya termasuk ke dalam
delik aduan, bukan delik pidana biasa seperti yang diatur dalam Konsep

2015. Konsep 2015 justru meniru konsep KUHP kanada namun secara



49

tambal sulam. Menghilangkan model delik aduan justru membuka intervensi

yang luar biasa dari negara atas personal warga negaranya.

C. Kadilan Restoratif Terhadap Delik Kumpul Kebo

Sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam
perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum
pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan
pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah
peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif
(restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan
pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).
Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan
modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut
pendekatan hubungan pelaku-korban atau “Doer-Victims™ Relationship. Suatu
pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku
atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula
keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan
untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan
pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan
budaya (/egal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan

dan paralel.**

" Ridwan Mansyur, Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksana Tujuan, https://www.pn-
bantul.go.id/index.php/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-
pada-sistem-peradilan-pidana-anak Diakses pada hari Sabtu, 15 April 2017.



https://www.pn-bantul.go.id/index.php/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.pn-bantul.go.id/index.php/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
https://www.pn-bantul.go.id/index.php/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
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Bedasarkan interpretasi dalam pasal 485 RUU KUHP menjelaskan setiap
orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang
sah dikenal dengan istilah kumpul kebo. Dari ketentuan pasal 485 tentang
kumpul kebo dengan maksud dan tujuan untuk mengatur bagi setiap orang (laki-
laki dan perempuan) yang berada di daerah dan atau negara Indonesia
menjalankan hidup bersama dalam suatu tempat tinggal, dengan mengalami
kehidupan dengan cara tertentu bersama-sama, dengan seolah-olah atau selaku
pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, bahagia, dan atau bersama
anak-anak dalam waktu cukup lama, tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No.l Tahun 1974 tentang
Perkawinan) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (hukum adat/Agama).
Tujuan lain dari pasal 485 RUU KUHP yaitu untuk melindungi kesucian
perkawinan dan norma-norma (kaidah-kaidah) yang ada di dalam masyarakat.*

Kewenangan menentukan interpretasi dalam penegakan hukum nantinya
adalah hakim. Setiap orang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada pasal
485 tentang kumpul kebo dan memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban
pidana, selanjutnya hakimlah yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku kumpul kebo
dengan dua pilihan sanksi pidana penjara atau pidana denda.

Berhubung hanya masih dalam Rancangan Undang-undang KUHP, maka

mengenai norma hukum positif tidak memiliki dasar yang kuat. Ketentuan

1> Zainur Ridlo, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Delik Kesusilaan: Studi Terhadap Pasal 485
RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan yang Sah,
(Skripsi: Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2014). 150-151.
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tentang kumpul kebo ini juga masih dalam perdebatan. Masih banyak pihak yang
menentang ketentuan ini dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana dengan
berbagai alasan.

Praktik kumpul kebo ini sendiri sudah banyak dilakukan, baik yang secara
terang-terangan maupun tersembunyi. Walaupun memang belum ada peraturan
hukum yang secara jelas mengatur, norma yang digunakan hanya norma agama,
norma kesusilaan dan kesopanan/adat dalam menghakimi pelaku kumpul kebo
tersebut. Maka, secara tidak langsung bahwa delik kumpul kebo buakanlah bebas
dari hukum, tapi akan juga dikenai sangsi diluar hukum yang tertulis.

Berkaitan pula bahwa keadaan ini sangat terikat oleh hukum-hukum
setempat yaitu hukum adat (local wisdom). Artinya masyarakat lebih mampu
melakukan akvokasinya terhadap persoalan atau masalah dengan cara hukum
yang memulihkan, bukan menjastifikasi layaknya persidangan dipengadilan secar
formal. Dalam ikatan lain jenis, pada dasarnya memang tidak dapat dipungkiri
dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dominan dipengaruhi
oleh hukum adat. Karena masyarakat Indonesia memiliki beragam suku
bangsanya, sudah barang tentu pasti beraneka ragam pula hukum adatnya yang
hidup dan lestari di tanah air Indonesia.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan
saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan
sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya
suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap

hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta
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bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut
hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan
ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Dengan demikian, keberadaan pasangan kumpul kebo sangat ditentang.
Perbuatan tercela tersebut dianggap menyalai norma-norma yang ada khususnya
norma kesopanan/adat dan kesusilaan. Sebagai pandangan umum dalam
masyarakat, adanya kumpul kebo yang terjadi di suatu tempat manapun akan
secara otomatis mendapati sanksi moral terhadap dirinya sendiri bagi pelaku
terhadap masyarakat. Maka, langkah yang pasti akan ditempuh adalah
dinikahkan sebagai wujut ikatan suci dan sebagai solusi pemulihan atau keadilan
restorasif bagi yang telah melakukan praktek kumpul kebo. Namun tidak
menutup kemungkinan disetiap daerah adat tertentu akan memberikan sanksi bila

telah diketahui melakukan praktek itu sebelum dinikahkan.



